BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari berbagai uraian yang penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Penerapan Akumulasi sanksi Pidana dan Denda dalam Kasus Illegal
Logging menurut Putusan Nomor: 179/Pid.B/2014/Pn.Pbl adalah hukuman
yang diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan
ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan
tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku
yang diharapkan. Akumulasi Sanksi Pidana dan Denda tersebut adalah
penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua
milyar). Oleh karena itu pelaku dikenakan Sanksi Pidana terlebih dahulu
dan denda dibayarkan setelah hukuman penjara.

2. Hukuman Tindak Pidana Illegal Logging menurut hukum Pidana Islam
adalah hukuman ¢a zir, karena Tindakan Pidana lllegal Logging dikatakan
sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim,
merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah
SWT. Sanksi hukuman ta ’zir diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan
di dalam nash Al-Qur’an dan hadis yang mengatur mengenai Tindak
Pidana Illegal Logging. Sedangkan dalam hukum Islam penjara
diistilahkan ‘uqubah asliah (hukuman gisas untuk jarimah pembunuhan,

atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian) Dan dikenakan
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juga hukuman tambahan berupa denda yang diistilahkan ‘ugubah taba’iah
(hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan
secara tersendiri). Hukuman ta zir diserahkan sepenuhnya ulil amri atau
hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan
Illegal Logging.

B. Saran - Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan
dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana

berikut:

1. Semoga dengan adanya Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk
saling menghormatidan menghargai terhadap sesama maklug hidup.
Sehingga kita sebagai masyarakat yang bermoral.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 Tentang
Tindak Pidana Illegal Logging, Pasal 73 ayat (1) huruf b sebagai salah satu
bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang semestinya tidak hanya
dipahami sebuah wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan ketentuan
dalam mewujudkan wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan kegiatan
dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dan kejahatan yang
ada.

3. Dan untuk semua para hakim di Indonesia untuk mewujudkan keadilan
bagi seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya untuk memutuskan suatu
perkara khususnya Tindak Pidana Illegal Logging hendaknya memutuskan

seadil-adilnya demi kepentingan korban dan pelaku kejahatan.





